PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara maupun juga hasil penelitian
dari studi kepustakaan terhadap fokus permasalahan dan penelitian mengenai
Perlindugan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang No

2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban
memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan
dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan
pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. Namun dalam prakteknya badan Majelis Kehormatan Notaris
tersebut baru terbentuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan belum
terbentuk Majelis Kehormatan Notaris wilayahnya sehingga perlindungan

hukum terhadap notaris masih terdapat dalam hak ingkar.

Proses pemanggilan yang terjadi terhadap notaris di kota Malang oleh
penyidik selama MKN wilayah belum terbentuk dilakukan secara
langsung. Maksudnya adalah pihak penyidik yang telah mengeluarkan
surat panggilan terhadap notaris langsung mengirimkan surat panggilan

tersebut langsung kepada alamat dimana notaris yang dituju berada, jadi
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langsung ke personalnya. Setelah surat pemanggilan yang dibuat oleh
pihak penyidik sampai kepada notaris yang dituju, maka untuk selanjutnya
notaris yang menerima surat pemanggilan tersebut akan diberikan waktu
selama minimal 4 (empat) sampai 5 (lima) hari untuk memberikan

jawaban kepada pihak penyidik.

2. Faktor pendukung penerapan pasal 66 Undang Undang no2 tahun 2014
adalah adanya tujuan utama dari dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris
(MKN) untuk mempermudah berjalannya proses untuk membuka isi akta
demi dilakukan penyidikan, mencegah notaris melakukan tindakan
kriminal dan menjadi filter untuk memeriksa apakah seorang notaris benar
bersalah atau tidak. Hal ini juga berguna untuk menjaga stigma notaris
dalam masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap notaris.
Faktor penghambatnya adalah adanya pemikiran-pemikiran negative
terkait terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris dan kurangnya
komunikasi terkait informasi yang dapat mengakibatkan adanya gambaran
yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para
pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan hasil-hasil

dan kebijakan itu

4.2 Saran
Dari beberapa hasil kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat

disampaikan :
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1. Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Ham sebaiknya segera
memilih dan menyeleksi anggota-anggota yang nantinya akan menjadi
bagian dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengingat pentingnya
wewenang dan fungsi yang nantinya akan dijalankan dan dilaksanakan
baik oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat maupun Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah.

2. Dalam melakukan proses pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para
anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah sebaiknya
dilakukan secara hati-hati dan matang sehingga MKN Wilayah nantinya
dapat dipegang oleh orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini
juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari MKN Wilayah saat telah

terbentuk nantinya.

3. Para notaris sendiri harus menjalankan tugas jabatan dengan sebaik-
baiknya dan sesuai dengan etika jabatan notaris yang ada, hal ini karena
sebenarnya perlindungan yang utama terhadap notaris ada dalam diri para
notaris sendiri. Dengan membuat akta-akta secara baik notaris telah

melindungi dan menjaga nama baiknya sendiri.
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